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Pengucapan Putusan Pengujian Ketentuan
Peninjauan Kembali

Jakarta, 27 Februari 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan
terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung (UU MA), Selasa (28/02) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan
nomor Perkara 3/PUU-XXI1/2023 ini diajukan oleh Ihda Misla, seorang pensiunan Pegawai Negeri
Sipil. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:
e Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009

Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan penninjauan kembali.
e Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 jo UU 5/2004 jo UU 3/2009

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali.

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan dirinya merupakan terpidana Putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna
juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762/PK/Pid.Sus/2022.

Adapun Pemohon menyampaikan bahwa letak keadilan dalam doktrin hukum pidana lebih tinggi
dari kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Pemohon pengajuan Peninjauan Kembali
dapat diajukan lebih dari sekali dalam rangka memperoleh keadilan tersebut.

Selain itu, Pemohon juga membandingkan dengan negara Amerika Serikat dimana Pengulangan
Sidang dalam perkara-perkara tertentu merupakan hal yang lazim dilakukan. Terakhir, Pemohon
menyampaikan bahwa pembatasan permohonan Peninjauan Kembali hanya sekali akan lebih
relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. Namun
demikian, hal tersebut dipandang tidak tepat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman
mati.

Untuk itu, pada petitumnya, MK diminta menyatakan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66
ayat (1) UU 14/1985 jo UU 5/2004 jo UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA/MHM)
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